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Pada bab ini akan dipaparkan mengenai kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang
dilakukan. Dalam upaya mengoptimalkan keselamatan peserta BPJS Kesehatan,
rekomendasi merupakan solusi yang dapat dijadikan masukan dalam pelaksanaannya,

sedangkan kesimpulan memberikan jawaban atas rumusan masalah.

1. Kesimpulan

1. Subyek hukum diberikan perlindungan hukum yang dapat berupa perlindungan
hukum represif dan preventif terhadap prnolakan peserta BPJS Kesehatan
dalam memberikan pelayanan kesehatan. Perlindungan hukum preventif dan
perlindungan hukum represif merupakan dua jenis perlindungan hukum
terhadap hak keperdataan Peserta BPJS Kesehatan dalam menerima pelayanan
kesehatan. Pemerintah dan regulator kesehatan harus menetapkan aturan yang
jelas mengenai hak-hak peserta BPJS Kesehatan dan kewajiban penyedia
layanan kesehatan untuk melayani semua peserta tanpa diskriminasi.
Penerimaan dan perbaikan kesalahan yang timbul akibat kinerja instansi
kesehatan yang tidak bertanggungjawab dan diajukan tuntutan rugi jika rumah
sakit tersebut melakukan kesalahan, di situlah letak perlindungan hukum
preventif bagi Peserta.

2. Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban apabila pasien peserta BPJS
Kesehatan mengalami diskriminasi. Hal ini disebabkan rumah sakit telah
melakukan pelanggaran terhadap tugasnya, khususnya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf B UU Rumah Sakit, yang mewajibkan rumah
sakit untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, tidak
diskriminatif, dan efisien dengan mengedepankan kepentingan pasien.
kebutuhannya terlebih dahulu dengan mematuhi standar layanan rumah sakit.
Teguran, teguran tertulis, biaya, atau pencabutan izin rumah sakit merupakan
contoh sanksi administratif atas pelanggaran persyaratan rumah sakit, sesuai
Pasal 29 Ayat (2) UU Rumah Sakit. dapat diajukan oleh pemerintah atau badan
regulasi kesehatan jika rumah sakit melanggar regulasi kesehatan, seperti

standar layanan, pengelolaan limbah, atau diskriminasi pasien. Sanksi yang
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mungkin dijatuhkan termasuk teguran, teguran tertulis, denda dan pencabutan
izin rumah sakit. Rumah Sakit dapat dimintai pertanggungjawaban
berdasarkan Pasal 1367 KUH Perdata sehubungan dengan tanggung jawab
perdata, karena ini merupakan tindakan melawan hukum pengganti yang
didukung oleh doktrin corporate liability, rumah sakit memikul tanggung jawab
secara proporsional atas segala kecerobohan yang dilakukan oleh pegawainya
sehubungan dengan vicarious pertanggungjawaban. Sanski perdata dapat
diajukan oleh pasien atau keluarga pasien jika merasa dirugikan akibat
kesalahan medis, kelalaian, atau pelanggaran hak pasien. Sanksi yang mungkin
dijatuhkan termasuk kompensasi kerugian, biaya pengobatan, atau ganti rugi
atas penderitaan yang dialami. Sepanjang terdapat hubungan kerja antara
Rumah Sakit dengan Tenaga Kesehatan dan tindakan Tenaga Kesehatan
tersebut termasuk dalam lingkup pekerjaan yang diberikan kepadanya, maka
hubungan hukum antara Tenaga Kesehatan dengan Rumah Sakit tersebut
penting dan harus diperhatikan dalam melaksanakan. pertanggungjawaban
pihak Rumah Sakit. Meskipun demikian, secara teori, Rumah Sakit
mempunyai akuntabilitas tugas yang berkaitan dengan personel, fasilitas, dan
peralatan serta tanggung jawab umum. Sanksi pidana dapat diajukan oleh
pemerintah atau penegak hukum jika rumah sakit terlibat dalam pelanggaran
hukum, seperti penggelapan, penipuan, atau pelanggaran serius terhadap
standar kesehatan dan keselamatan. Sanksi yang mungkin dijatuhkan termasuk

pidana penjara bagi individu yang bertanggung jawab atau denda bagi institusi.

Saran

Menteri Kesehatan diharapkan terus memberikan undangan kepada Rumah
sakit swasta untuk bekerja sama secara transparan dan bermitra dengan BPJS
Kesehatan. Misalnya, jika menyangkut kesetaraan atau kenaikan tarif INA-
CBG, rumah sakit swasta memandang tarif tersebut rendah, tidak
menguntungkan, dan tidak sebanding dengan modal yang mereka investasikan.
Akibatnya, biaya rumah sakit tersebut lebih tinggi dibandingkan rumah sakit
pemerintah, yang seluruh beban keuangannya ditanggung oleh negara.
Kerjasama dengan rumah sakit swasta memperluas jangkauan BPJS
Kesehatan, memungkinkan lebih banyak orang mendapat akses ke layanan
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kesehatan berkualitas. Ini sangat penting di Indonesia, di mana akses ke
fasilitas kesehatan yang memadai masih menjadi tantangan, terutama di daerah
terpencil atau kurang berkembang.

Pasien peserta BPJS Kesehatan seharusnya tidak dikenakan batasan kuota
rawat inap jika diperlukan, tempat tidur tambahan harus disediakan untuk
mencegah kepadatan pasien atau waktu tunggu yang lama, sehingga
memudahkan rumah sakit pemerintah dan daerah dalam memberikan
pelayanan kepada seluruh pasien BPJS Kesehatan yang membutuhkan
pertolongan medis. Jika penolakan pasien tersebut didasarkan atas adanya
kuota bagi pasien peserta BPJS, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan.
Maka dari itu, perbuatan rumah sakit yang membatasi jumlah pasien peserta
BPJS yang dilayani tanpa alasan yang sah dapat dikategorikan sebagai
perbuatan diskriminatif. Apabila terjadi pelanggaran atas kewajiban rumah
sakit, salah satunya perlakuan diskriminatif, akan dikenakan sanksi
administratif berupa teguran, teguran tertulis; atau denda dan pencabutan izin
rumah sakit. Selain itu, kepala dinas kesehatan provinsi dan organisasi profesi
bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan rujukan pada pelayanan
kesehatan tingkat kedua. Dalam rangka melakukan tugasnya, kepala dinas
kesehatan provinsi dapat mengambil tindakan administratif, berupa teguran
lisan, teguran tertulis, atau pencabutan izin praktik tenaga kesehatan dan/atau
izin fasilitas pelayanan kesehatan.

Agar rumah sakit swasta dapat menggunakan insentif ini untuk biaya layanan
pasien BPJS, pemerintah mungkin perlu mengevaluasi insentif pajak yang
ditawarkan kepada mereka, misalnya untuk pembelian peralatan medis.
Tujuannya adalah memastikan bahwa rumah sakit swasta dapat terus
memberikan layanan kesehatan berkualitas tinggi sambil mendukung program
kesehatan pemerintah seperti BPJS Kesehatan.
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